BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPAT|I BENGKALIS
NOMOR 127TAHUN 2021

TENTANG

REDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

Meénimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI BENGEALIS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal IS avat (2) hurul d
Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Strukiur Organisssi Pada Instansi Pemerintah
Untuk  Penyederhansan Birokrasi, menegaskan bahwa
Gubernur memberikan Persetujuan Penvederhanaan Strukiur
Organisasi kepada  Bupati/Walikota untuk dilakukan
Penyederhanaan Strukiur Organisasi;

babywe berdasarkan surat Gubernur Rigu Nomor
O60/0RG.1/3487 tanggal 20 Desember 2021, telah clisetingi
Periyederhanaan  Struktur  Oreganisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabiipaten Benghalis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan CUrganisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tala Kerja Dinss Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bengkalis;

Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar NMegara Republik
Indomesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentulan
Daerali Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telsh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tshun 2015 tentang
Perubahan Kedua satas Undang-Undang Nemor 23 Tahun
2014 tertang Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 rtenang
Perangkat Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Mentérl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
leribang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah ditbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 99 Tahun 2018
teritang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Peranghkat
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2018
Nomar 1539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeénklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Namaor 144 7);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2020 tentang Pedomean Nomenklatur Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatar Provinsi dan Kabupaten /Keata
(Herita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283}

L0, Peraturan Menteri Pendayagunman Apsaratur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Toahun 2021 tentang
Penyetaraan .Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsionsl (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparalur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahus 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur  Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Namo 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 3, sebagaimana telah diubsh dengan
Peratiiran Dacrah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Persturan Dsersh Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Talhun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran
Daerah Kebupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7).

!:}'I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PEEHTM BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS,




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Passal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

10.

11.

(1)

12}

(1)

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintgsh Daerah Kabupaten
Bengkalis,

Bupati ardelah Bupati Bengkalis.

Sekretaris  Daerah  adalah  Selretaris Daerah  Kabupaten
Bengkalis.,

Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bengkalis.

Kepala Dinas adalah Kepela Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bengkslis,

Pejabal Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara VENg
menduduki  Jabatan Administrasi pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kabupaten Bengkalis,

Jabatan Fungsional yang sclanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan tugas berkaitan
denigan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

Pejubat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara vang
menduduld  Jabatan Pungsiona! pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kabupaten Bengkalis,

Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang
melaksanakan tugas tambahan selain melaksanaksn tgas
utemanya sebagai pejabat fungsional serta pengelolaan kegiatan
yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi yvang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau  kegiatan tekris penunjeng tertentu pada Dinas
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 2

Dinas Permnadam Kebalearan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang Pemadsm Kebakaran yang menjadi
kewenangan dacrah.

Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan dibawah dan bertangeung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebekaran, terdiri dari:
&, Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Penyusunan Program, Umum dan
Kepegawaian; dan

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

e ————
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b. Bidang Pencegalian dan Penvuluhan Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahen dan Penvuluhan Kebakaran;
2. Selesi Pelaporan dan Pendataan Kebakaran; dan
3. Relompok JF.

c. Bidang Pengendalian Operasional, Sarana Prasarana dan
Penyelamatan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebalaran; dan
3. Kelompok JF.

d. Kelompok JF) dan

e. Unit Pelaksana Teknis,

|2} Dinas Pemadam Kebalkaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,
Sekretariat dipimpin oleh scorang Sckretans, Bidang dipimpmn
oleh Kepala Bidang, Scksi dipimpin oleh Kepala Seksi,
Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(3) Bagan Busunan Organisasi Dinas Pemadam Kebaksran
tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Pejabal cselon pada Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
A. Kepala Dinas Pemadam Kebakarenmerupakan Pejubat Pimpinan
Tinggi Pratama (eselon [1.b):
Sekretaris merupakan Pejabatan Administrator (eselon [l.a);
©. Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator {eselon 111 b);
dan

d. Kepala Subbapgian dan Kepala Scksi merupakan  Pejabat
Pengawas (eselon IV a),

BARB 111
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesaru
Dinas Pemadam Kebakaran

Passl 5

(1) Dinas Pemadam WKebakaran mempunyai tugas membantu
Bupati, melaksanghkan wurussn pemerintahan vang menjadi

kewenangan daernh dan tugas pembantuan di bidang pemadam
kebakaran.

(2) D:’na:s_ Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugns
sebagalmuna dimaksud pads avat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program/rencana kerfa Dinms Pemadam
Kebakaran terhadap kebakaran perumahan daen pemukiman
berdasarkan kebutuhan sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:




(2)

h.

= ]

pelaksanaan koordingsi vang diperlukan antar
Instansi/Lembaga terkait dalarn penanggulangan bencana
seguai  dengan  ketentuan dan peraturan  perundang-
undangan yang beérlaku untuk kelancaran pelalsanaan
tugas,

pelaksanaan koordinasi penyusunan dan  perumusan
langkah— langkah strategis dan operasional Dinas bersama
Sekretaris, Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan
perundang- undangan vang berlaku;

perumusian kebjjakan operasional dalam hbidang kebakaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penyusunan reéncana kebijakan di bidang pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran dalam rangka penetapan
kebifaksanaan oleh Bupati;

pelaksanaan evaluasi tehadap seluruh pelaksanaan kegiatan
di bidang tugasnya untuk bahan perbalkan kedepan yang
diperlukan sesuasi dengan  kebutuhan dan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku:

pembuatan  laporan tahunan atau sast diperiukan
pelaksanaan kegiatan tugas Dinas sebagai bahan informasi
dan pertanggungiawaban kepada atasan: dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinva,

Bagan Kedua
Sckretariat

Pasal G

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelavanan teknis dan
afdministrasi kepada seluruh unit organisasi di lngkungai Dinas
Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada svat
i1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan koordinasi penvusunan rencana, program,
anggaran di bidang pemadam kebukaran;

pﬂﬂ‘.!b‘fﬁﬂﬂﬂ dan pemberian dukungan administrasi vang
meliputi ketatausahaan, kepegawalan, keuangan, kerumah

langgaan, kera sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentas:;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana:

pelaksanaan  koordinasi  dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

pengelolaan barang milik / kekavaan Negara; dan

g:luksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinva,




Paragraf 1 _
Subbagian Pertvusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan.
kebjaken, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di
bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai
dengan ketentuarn yang berlaku.

(2) Untuk melpksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada avat
(1] Subbagian Penvusunan Program. Umum dan Kepepawsaian
menyvelenggarekan fungsi:

B, merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program,
Umum dan kKepegewaian berdasarkan data keglatan tahun
scbelumnya dan sumber data vang ada sebagai bahan
untuk melaksanakan kegintan sesual dengan peraturan
perundang-undangan vang telah ditetapkan;

b menghimpun dan mempelgjari  peraturah  perundang-
undangar, kebijjakan teknls, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahati-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Subbugian Penvusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, secara sistematis
dan mengolah data serts menganalisa data dan informasi
vang berhubungan dengan tugas Subbagian Penvusunan
Program sebagal kerangka acuan/pedoman penyysunan
program, umum dan kepegawaian;

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang
berhubungan  dengan  tugas Subbagian  Penyvusunan
Program, Umum dan Kepegawaian serta menyviapkan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah:

£. menylapkan bahan penyvusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknig di bidang penyusunan proeram, umum dan
kepegawaian;

f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan cdengan
Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;

g menghimpun dan menylapkan rencana kerja dan anggaren
serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi
terkalt sampai menjadi dokumen pelaksanaan BTN EgATATI;

h. menyusur kelengkapan administrasi, guna melaksanakan
keglatan tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontralk dan
menyiapkan revisi (perubahan] dokumen pelaksanaan
angparan;

L mengupayakan Anggaran Pendapatan Belania Daerah
Perubahan [AFBDP) gzuna menampung usulan program
pembangunan yang mendesak vapg tidak direncanakan
sebelumnya;

). mengoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja
Tahunan/RKT Dinas, Arahl Kebijakan Umum (AKU] Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD),
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Laparan
PertanggungJawaban (LPJ), serta Sistsin Akuntabilitas
kKinerja instansi Pemerintah (SAKIP);

‘—




(1)

T

k. melakukan koordinast dan kenisultasi dengan instansi terkaii
dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan
program, umum dan kepegawaian;

1. mengarahkan dan mendistribusikan surat imasuk dan keluar
sesual dengan kepentingan dan permasalahannya;

m. meneliti usulan permiintaan formasi pegawai lingkup dinas,
dan menymapkan konsep petunjuk penyusunan formeasi
pegawal pegawal sebagni perencansan kebutuhan pegawai
sesual dengan kebutuhan dinas;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
tentang langkah-langkah atal tindakan vang perlu diambil o
bidang tugasnva,

4. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keincdahan
dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor:

p. melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tata
laksana serta hubungan masvarakat:

q. melakukan pengelolaan perpustakasn, kearsipan dings dan
pendokumentasian kegiatan dinas;

r. membuat laporin  pelaksangan kegiatan  Subbagian
Penyusunan Program, Umum dati Kepegawaian sesuai
dengan data yang ada berdasarkan kegiatan vang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masulkan bagi
miasar; dan

s. melaksanakari fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang LugRsnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan
petunjuk teknis serta lavanan dibidang keuangan dan
perlengkapan sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Untuk melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenagarakan
fungsi:

a. merencanakan  kegiatan  Subbagian rouvangan dan
Perlengkapan berdasarkan data kegiaten tahun sebelumnyva
dan sumber data yang ada scbagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangdan yang telah ditetapkan;

b. menghithpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk reknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubhungan dengan tugas:
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

€. mencan, mengumpulkan, menghimpun secara sisteriatiz

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi
yang berhubungan dengan tygas Subbagian Keuarigan dan
Perlengkapan sehagai kerangka acuan/pedoman
pPenyusunan rencana Kegiatan;
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merginven tarisir permasalahan-permasalahan vang
berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

mengusulkan kepada Sekretaris  tentang  penunjukan
bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran,
penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu
pengurus barang;

melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi
kinerja Dbendahara pengeluaran, pembantu bendaharas
pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan
pembantu pengurus barang;

menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk
penvusunan rencana kehutuhan barang;

melakitkan  pengawasan  tethadap inventaris barang,
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB}, dan membuat Kartu
Inventaris Ruangan (KIR);

melaksanakan pengelolaan administrasl keuangan yang
mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga  kerja
sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil. melakukan
usulan kenaikan gaji berkala, pembukuan, membuat laparan
pertanggungjawaban (LPJ] keuangan, evaluasi dan laporan
kegiatan keuangan dinas;

mengatur periengkapan kantor, penatasan dan pengaemanan
aset, tindak lanjut laporan hasll pemerikssan [LHP). dan
ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai
sesuai petunjuk atasan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
sebagal bahan masukan untuk penentuan kebijakan tebih
lanjut;

membuat laporan hasil pelaksanskan tugas Subbagian
Keuangan dan Periengkapan sebagal bahan
pertanggungiawaban; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnva.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Penvuluhan Kebakaran

Pasal 9

[1} Bidang Pencegahan dan Penvuluhan Kebakaran mempunyai
tugas membantu kepala dalatm melaksanakan kebijakan
dibidang pencegahan, penvuluhan dan pendataan kebakaran
pada sebelum, sedang terjadi dan pasca kebakaran

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Bidang Penicegahan dan  Penyuluhan  Kebakaran

menyelenggarakan funpsi:

o,

pEnyusunan  rencana  kegiatan di bidang tugasnyva
berdasarkan renicana dan kebutuhan untuk mm.unjaﬁg
kelancaran pelaksansan tugas Dinas sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku:
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b. pelaksanaan keordinasi vang diperlukan antar kepala bidang
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yvang berlaku  untuk
kelancaran pelaksanaan tugas,

c. penyusunan langkah teknis operasional di bidang tugasnva
sesiial  dengan  kebutuhan dan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. peryusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan
pendataan gedung/ pemukiman rawan kebakaran;

& penyusunan pola pelaporan dan pendataan  kejadian
kebakaran gedung dan pemukiman;

f. pengelolaan sumber pendapatan daerah dari pemakaian alat
proteksi dan pengendalian kebakaran;

E. penentuan persyaratan teknis sistem protelisi kebakaran
pada bangunan gedung dan lingkungan:

h. pelaksanaan penyuluhan penceégahan dan penaggulangan
kebakaran;

L penerimaar dan penelitian berkas—berkas permolionan ijin
vang berhubungan dengan persyaratan pencegahan
kebakaran; '

j. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh  pelaksanaan
kegiatani di Dbidang tugasnya untuk baban perbaikan
kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang undangan vang berlaku;

k. pembuatan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya ssbagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan;

l. pembentukan dan pengangkatan kapasitas Barisan
Sukarelawan Kebakaran (Balakar), untuk dapat melakukan
sosialisasi dan edukasi dalam sumberdays masvarakatr dan
dunia usaha:; dan

m. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Pimpinan baik
secars tertulis maupun lisan sesuai dengan bideng tugssnya.

Dalam  pelaksanaan tugas torkait dengan Pencegahan dan
Penyuluhan Kebakaran, Kepala Bidang Pencegahan dan
Penvuluhan Kebakaran dibantu oleh Kelompok JF

Paragraf i
Seksi Pencegahan dan Pentuluhan Kebakaran

Pasal 10

(1] Seksi Pencegahan dan Penyullihan Kebakaran mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan  pelaksansan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyvuluhan kebakaran
sesuai dergan peraturan perundang-undangan,
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[2) Untul melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat

(1}

Seksi Penicegahan dan  Penyuluhan Kebakaran

menyeiengearakan fungsi:

ia.

menyvusun rencana kegiatan di bidang rugasnva berdasarka
rencand dan kebutuhan' untuk menunjeng kelancarin
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peratirarn
perundang-undangan vang berlakuy;

melakukan koordinasi Yang diperlukan antar
Subbagian/Kepala Seksi Interen Dinas melalui Sekretaris
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaky untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun largkali teknis operasional di bidang tugasnya
sesual  dengan  Kebutuhan dan Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun program penvuluhan peningkatan kesadaran  di
bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

membuat brosur selebaran dan lain-lain bahan penvuluhan
dibidang penanggulangan kebakaran;

melaksanakan penvuluhan kepada masyarakat mengenal
bahaya kebakaran, upaya pencegahan dan penanggulangan
kebakaran serta akibatnya,

membentuk dan membina relawan masyvarakat dalam
pengendalian kebakaran;

melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaan  alst
proteksl kebakaran pada bangunan dan kenderasgn bermorar:

mengelola sumbst pendapatan daerah dari pemakaian alat
proteksi dan pengendalian kebakaran,

melakukan evaluasi terhadap selurub pelaksanaan kegiatan
di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesusi
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang—
undangan vang berlalku;

membuat laporan tethadap pelaksanaan kegigtan di hidang
fugasnya scbagal bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan;

melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
Pimpinan sesuaf dengan tugss dan fungsinva;

. melakulkan program dan kegiatan pengembangan  dan

peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan balk pengembangan  dan peningkatan
kapasitas teknis keterampilan HMAUPUN manajemen serta

mental  spiritual aparatur pemadam kebakaran Jdan
penyeiamatan;

melakukan program dan  kegatan pengembangan  dan
peningkatan  kapasitas Barisan  Relawan  Kebakaran
l',Balal-lmt‘}, Satuan  Relawan Kebakaran (Satlakar] dan
Manajemen Keselamatan Kebakaran Cedung (MKKG) baik
peningkatan  kapasitas  teknis maupun menajemen
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

me]a‘ksnnakq.n fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

.




(1}
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Paragtal 2
Seksi Pelaporan dan Pendataan

Pasal 11

Seksi Pelaparan dan Pendataan  mempunyai tugas
melaksanakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
peEnyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pelaporan dan pendataan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} Seksi Pelaporan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnyva berdasarkan
rencana dan' Kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan koordinasi vang dipérlukan antar Subbagian/
Kepala Seksi Interen Dihas melalui Sekretaris sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelincaran pelaksanaan tugas;

c. menyvusun langkah teknis operasional dibidang tugasnva
sesial  dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undatigan yang berlaku untuk menunjang
kelaricaran pelakdanaan tugas,

d. melaksanakan pendataan untuk menyusun pola operasional
dalam upaya pencegahan dan penvuluhan kebakaran;

e. membusat, mengupavakan dan memelihara dokumentasi
kegiatan pencegahan penyuluhan kehalkaran:

. memelihara dan menyvajikan data statistik dan dokumeniasi
untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan penvebab
hahaya kebakaran;

g melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanasn kegiatan
di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesusi
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

h. membuat laporan lerhadap pelaksanaan keglatan di bidang
tugasnya schagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan;

|- melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
Pimplnan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

). melakukan pengumpulan’ dats, analisis dan penyusunan
dokumien kajian risiko kebakaran dan penvelamatan,
diantaranya penyediaan dan pemuktakhiran peta rawan
kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Protoksi
Kebakaran;

k. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan
dan inspekai sarane peralatan proteksi kebakaran dan
penyelamatan dalam wilayah kabupaten /kota:

I melakukan pemeliharsan sistem informasi kebakaran dan
penyelamatan; dan

m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Keempat
Bidang Pengendallan Operasional, Sarana Prasarane
dan Penyelamatan Pemiadam Kebakaran

Pasal 12

(1) Bidang Pengendalian Operasignal, Samana Prasarana dan
Penvelamatan  Pemadam Kebakaran mempunval tugas
membanty Kepala dalam melaksanekan kebijakan di hidang
pengendalian operasional, sarana prasarana dan penyelamatan
pemadam kebakaran pada pasca bencans

(2] Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimalksud pada avat
(1] Bidang Pengendalian Operasional. Sarans Prassrana dan
Penyelamatan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

&. penyusunan rencana kegiatan di  bidang tugasnhva
berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang
kelancarann  pelaksanaan tugas Dinas sesuai densan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku:

b. pelaksanaan koordinasi vang diperlukan aritar kepala hidang
Interen Dimas melalui Sekreiaris sesusi denpgan letentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku  untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. penyusunan langkah teknis operasional di bidang tugasnya
sesual dengan  kebutuhan dan  ketentuan peraturan
perundatig-indangan vang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksahaan tugas;

d. pelaksanaan operasional pemadam kebakaran penyelamatan
dan evakuasi;

¢. penyvusunan kebijakan dan kebutuhan sarana dan prasarana
pengeridalian kebakaran:

. pengadaan Mubungan informasi dan komunikasi terjadinya
kebalkaran;

g pelaksanaan  bantuan  teknis upaya penanggulangan
kebhakaran:

h. pelaksanaan evaluasi lerhadap ssluruh pelaksanaan
kegiatan di bidang tugasnva untuk bahan perbaikan
kedepan sesual dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang- undangan vang berlaky:

1. pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di hidang igasnyva
sebagai bahan informasl dan pertangeungiawaban kepada
atasan; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Pimpinan haik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnva.

(3) Dalam  pelaksanaan  lugas terkait dengan Pengendalian
Operasional, Sarana Prasarana dan Penyelamatan Pemadam
Rebakaran, Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Sarana
Prasarana dan Penvelamatan Pemadam Kebakaran dibantu oleh
Kelompolk JF,
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Paragraf 1
Selesi Sarana dah Prasarana K=bakaran

Pasal 13

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunvai fugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan knteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan;
evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Untuk melaksanakan tugas sehbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran menvelenggarakan
fungsi:

a. menvusun rencana kegiatan di bidang tugasnva berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlalu,

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Subbagian/
Kepala Seksi Interen Dinas melalui Sekretaris ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlakuy  untdk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugssnva
sesunai  dengan kebutuhian dan ketentuan peraturan
perundang- undangan vang berlaky untuk menunjans
kelancaran pelaksanaan tugis;

d. melakukan perencanaan kebutuhan dan péngadaan
peralatan sarana prasarana pemadam kebakaran, personil
dan pemeliharaan serta dialokssikan untuk satuan
aperasional untuk penanggulangan kebakaran;

2. mengatur kebutuhan dan penyaluran hahan bakar minvak
untuk kebutuhan operasional Dinas dan operasional
pengendalian kebakaran;

f. mehgatur penvaluran peralatan operasional sesuai dengan
kebutuhan masing-masing unit;

g. mengendalikan penggunaan kelancaran penyediaan bahan
pemadam kebakaran seécara terus menerus;

h. melakukan pemeriksaan kondisi peralatan operasional
pemadam kebakaran;

L melakukan penyimpanan persediaan peralatan operasional
permadam kebakaran;

1. menginventarisasikan peralatan, sarana dan prasarana
permadaim kebakaran;

k. mengadakan pemeliharaan atas persediaan barang atau
bahan-bahan permardarn kebakaran:

I melakukan pemeriksaan dan pengisian alat proteksi
kebakaran Alat Pemadam Api Rihgan (APAR)/Alat Pemadam
Api Berat [APAR); '

m. mefalkukan evaluasi terhadap seliruh pelaksanaan kegiatan
di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan vang
diperiukan sesual dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang herlakuy:
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n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
sébagai bahan Inlormasi dan pertanggung jawaban kepada
atagan,

o. menyelenpggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana
prasarana petnadam kebakaran dan penyelamatan, alat
pelindung dirl petugas, dan sarana prasarana pemadam
kebakaran bagi masvarakat; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik
secara tertillis maupun lizsan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 _
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

Pasal 14

(1} Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunval tugas
melaksanakan perumusan dan  pelaksanaan  kebljakan,
penyusunan norma. standar, prosedur, dan  kriteriz, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisl, setta pemarntauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang peyvelamatan dan evakuasi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] Seksi Penvelnmatan dan Evaliiuasi Kebakaran
menyelenggarakan fungsi:

a. meayusun rencana kegiatan di bidang tugasnva berdasarkan
rencana dan kebutuhan wntuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-iindangan vang berlaku;

b. melakukar koardinasi vang diperlukan antar
Subbagian/Kepala Seksi Interen Dinas melalui Sekretaris
seauai dengan keténtuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku untuk kelancaran pelaksasn tugas;

c. menvusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya
sesuai  dengan  kebutuhlan dan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku  untyk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas:

d. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan
peryelamatan dan evakuasi korban:

€. menvusun dan menyiapkan bahan laporan  hasil
pemantanan dan evaluasi pelaksanaan penyelamatan dan
evakiasi korban;

f. menvusun dan menyiapkan baban koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban:

g menganalisa datd untuk bahan kajian pengembangan
penyelamatan dan evakuasi korban:

h. melaksanakan tugas pembantuan penyelamatan korban
bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinys
bencana, melakukan evakuasi korban Pada tempat vang
wman serta rujllkan lanjutan kepada sarana kesshatan stal)
aparat lainnya;

L. membuat telaahan staf sebagai bahan kajlan kehijalan

umum di bidang penyelamatan dan evakuasi korbarn oleh
pimpinarn;

e ———




(1}

(2]

{3)

(4)

I's

j. melaksanakan pengaturan untuk tindakan penyelamatan
dan evakuasi pada kejadian kebakaran;

k. melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi vang
menvangkut kejadian kehakaran,

. menerima dan merumuskan berita kebakaran kepada
pimpinan dan satiyan-satunn Dperasional yang
bersangkutan serta menurunkan perintabh-—perintah dari pos
komandog;

m. mengatur sistermn alarm kebakaran darl instansi laih dari
rmasyarakat dengan Pos Komando atau ruang data;

1. mengatur jaringan komiunikasi Dinas Pemadam Kebakaran
dan mengamati serta mencatat secara lerus menerus lalu
lintas berita serta melayvani komunikas! pos komandao;

0. melakikan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
di bidang tugasnyva untuk balian perbaikan kedepan sesuai
dengan kebutubhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

p. membuat Japoran terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang
fugasnya sebagai bahan informasi dan permanggungjawaban
kepada atasan,

q. menvelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada
kondisi membahavakan manusia dan operasi darurat non
kebakaran lainnya dalam wilavah kabupaten/kota;

r. menyelenggarakan lavanan respon cepat (response time)
penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan
manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam
wilayah kabupaten/kota; dan

s, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pada Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasel 3 ayat (1)
sesuai  dengan bidang keahllan dan keterampilan vang
ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutihan, anallsis
Jabatan, dan analisis beban kerja.

Pelaksanaan keglatan Kelompol JF dilakukan berdasarken butir
kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.
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Pasal 16

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
melaksanakan tugas dan fungsi pelavanan fungsional
berdasarkan keahlian dan ksterampilan tertentu,

Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian I-:ﬂgintaq
JF dilsksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fangsi
Dings Pemadam Kebalarn.

Kelompok JF selain melaksanakan fungsi  sebagaimana
dimaksud pada avat (2) juga melaksanakan funzs: sebasai
Subkoordinator sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 17

Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan \irusan yvang
menjadi  kewenangannya  berpedoman  pada  peraturan
perundang-undangan.

Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tuges dan
fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan
koordinatid.

Hubungan kerje konsultatf sebagaimana dimaksud pada ava
(2] dilakukan untuk menvamakan persepsi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannva, tanpa terikat
pada hubungan strukiural secara herfenjang.

Huburgan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja vang
sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penvelesaian rigas
dan fungsi sesuai dengan kewenangannva, agar terhindar dari
tumpang tindih dan duplkasi program kegiatan secata
substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Minas Pemadatn Kebakaran dalam melaksanskan tugas dan
fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui
Asisten Sekretaris Daerah sesusi pembidangannya.

Dinas Pemadam Kebakaran dalim melaksanakan tugas dan
fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang
sesual dengan tugas dan fungsi serta kewenangannys masing-
TMasing,

Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebalaran dilaksanakan oleh
Pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama (eselon [.b), Pejabat
Administrator (eselon [1l.a dan IILb}, Pejabat Pengawas (eselon
IV.a), Pelabat Fungsional dan Pelaksania

Fada Dmas Pemadam Kebakaran dapat ditetapkan furigal
subkoordinater untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu
vang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda vang
ditetapkan oleh Bupati,

Penyusunan, perumusan dan pembagian fugas jabatan seria
uraian kegiatan subkoardinator Kelompok JF dan Kelompok JF
serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator
(eselon 111.a dan 117 b,




[10) Dings Pemadani Kebalkaran dapat dibentulk UPT.

[11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinyea, Dinas Pemadam
Kebaskaran menerapkan prnsip-prinsip tata kelola pemerintahan
vang baik, sesual dengan ketentuan peraturan perdndang-
undangan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Fasal 18

(1] Pada Dinas Pemadam Kebakaran dapat dibentuk UPT
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4] UPT adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang vang mempunvai wilavah
kerja meliputi satu atau beberaps Kecamatan di Kabupaten
Bengkalis.

(3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT vang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional
berkoordinasi dengan Camat.

(4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman  kepada peraturan  perundang-undangan vang

berlaku.
BAB VII
PENGANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 19

Kepula Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi dan Kelompok JF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipll vang telah memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FPEMBIAY AAN

Pasal 20

Pembiayaan Perangkat Daerash bersumber dari Angearan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis serta sumber
lain yang sah dan ndak mengikar sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 21

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlsku, Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uralan Tugas serta
Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016
Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
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() Pejabat yang ada tetap mendiduki jabatannya dan
melaksanakan tugas sampai déngan ditetapkannya pejabat yang
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini

Praal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tunggil diundangkan

Agar sehiap orang mengetahuinya. memerintahikan pengundangan
Peraturan. Bupati inl dengan penempatannyva dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditztapkan di Hengkaha
pada tangeal 38 rEoEmarn

BUPAT]I BENGKALIS,

\(\

RASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal -

1 SESEMBsR maq

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

— ™,

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 127
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPAT| BENGKALIS
N{-} h1'U'R vifl ?--" | "Tl:.ulli Fh' : 1
TANGGAL : 3D BESEMARRER 29021

TUGAS DAN FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JF
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS

Subkoordinator Kelompok JF Substansi Pengembangan Kebakaran,
melaksanakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan rencana kegiatan di bidang tugasnva
berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tigas Dinas sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. pelaksanasn koordinasi yang diperlukan antar Subbagian/ Kepala Seksi
Interen Dinas melalui Sskretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

¢. pelaksanaan penyusunan langkah teknis operasional di bidang tugasnya
sesunl dengan kebutihan dan ketentuan peratiuran perundang-undangan
vang berlaku untuk menunjang kelancaran pelasksanaan tugas:

d. pelalsanann peningkatan dan pengembangan sistemn, metode peralatan
dan kemampuan personal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
kebukaran;

e. pelaksanaan dan pengembangan kemampuan personal pemadam
kebakaran melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serts simulasi;

f. pelaksanaan dan penyusunan laporin terhadap pelaksanaan kegiatan di
bidang tugasnya sebagal bahan informasi dan pertanggungawaban
kepada atasan; dan

g pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Kelompok JF  Substansi Pengendalian  Kebakaran,
melaksanakan fungsi:

a. pelaksanaan dan penyiapan bahan hasil rencana kegiatan di hideng
tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugss Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

b. pelaksanaan koordinasi vang diperlukan antar Subbegion /Kepala Seksi
Interen Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanasn tugas;

c. pelaksansan dan penyusunan langkah leknis operasional di bidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentusan peraturan perundar g-
undangan vang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas:

d. pelaksanasan dan pembagian tugas regu pemadam kebakaran dan
pengewasan pelaksanaan tugasnva;

¢. pelaksanaan operasional pemadaman pada kejadian kebakaran

pemukiman, gedung dan bangunan, serta ikut serta dalam merm banty
kebakaran hutan/lahan:
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pelaksanaan dan pengamatan, pencatatan dan  penilaian  keadaan
lingkungan dan situasi secara terus menerus dalam hubungannya dengan
kemungkinan terjadinya kebakaran:

pelaksanaan dan pengecekan terhadap kesiapsiagasn satusn operasional
sambil terus menerus mengadakan pengamatan pencatatan kejadian;

. pelaksanaan dan penyiapan laporan-laporan kejadian kebakaran dan
hencana alam;

peiaksanaan pengamatan dan mencatat cara-cara bertindak unit-unis
operasional dan memberikan petunjuk-petunjuk penangeulangan unit-
unit operasional;

pelaksanaan dan hubungan dengan instansi terkait untuk menanggulang
kebakaran;

pelaksanaan dan pengarahan medan terutama mengenal jalan pintas,
sumber air, situasi daerah jaringan air gas, listrik, denah-tenah, obyek
vital, peta situasi dan lain— lain;

pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnyva untuk bhahan perbaikan kedepan sesuai cengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

pelaksanasn dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan
dibldang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan; dan

pelaksanaan fungsi lam yvang diberikan oleh atasan baik secaras tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang measnva.

BUPATI BENGKALIS,

&
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